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1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Nahdatul Ulama (NU) dalam mengarungi dunia perpolitikan

banyak mengalami pasang surut. Nahdatul Ulama yang awal berdirinya sebagai

organisasi sosial keagamaan didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari beserta para ulama

pesantren lainya dengan haluan Ahl As-Sunnah Wa Al-Jamaah telah mengalami

banyak perubahan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

NU yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926 merupakan wacana pemikiran

paham keagamaan untuk ikut berkiprah dalam memperkuat barisan kebangkitan

nasional. Perjuangan NU dlam mendapatkan dan mempertahankan kemerdekaan

Indonesia, terlibatnya ulama- ulama NU seperti KH. Wahid Hasyim dalam

BPUPKI dan KH. Hasyim Asy’ari yang menetapkan fatwa Jihad merupakan wujud

dari keikutsertaan NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang didapatkan

melalui politik.

Politik yang dilakukan oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia ini

merupakan gerakan politik yang diwarnai oleh motivasi keagamaan yang bersifat

dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hingga pada akhirnya NU terang-

terangan menyatakan dirinya sebagai partai politik. Lewat Muktamar NU ke- 19 di

Palembang pada Tahun 1925, NU menjadi partai sendiri, setelah sekian lama

bergabung dalam Masyumi.1 Mudahnya NU mengganti bajunya menjadi baju

1Soelaiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU, Sejrah, Istilah, Amaliah,
Uswah(Surabaya: Khalista, 2007),18.
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politik merupakn kekecewaan yang dirasakan selama ikut dalam tubuh Masyumi

dan terhadap pemerintahan saat itu.

Setelah NU menjadi partai politik yang bertujuan untuk mewadahi aspirasi

umat Islam Indonesia harus dihadapkan dengan permasalah pemilu pada tahun

1955. Dengan masa yang begitu banyak meski merupakan partai baru tetapi

memiliki kekuatan yang sangat besar. Hasil pemilu 1955 menunjukkan, NU

berhasil keluar sebagi empat besar setelah masyumi dan PNI. NU berhasil

mendapatkan suara sebanyak 6.955.141 suara. Sehingga jumlah kursi di parlemen

yang semasa bergabung dengan Masyumi hanya 8 kursi, melonjak menjadi 45

kursi.2

Setelah keberhasilan NU dan permainan politik di Indonesia dan banyak

tokoh NU yang menguasai posisi strategis dalam kabinet dan pemerintahan, NU

berfusi ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sejak tahun 1973, pemerintah orde

baru menertibkan patai- partai peserta pemilu pada tahun 1971 yang menjadikan

bergabungnya partai- partai islam menjadi satu wadah yakni PPP. Tetapi bukan

keuntungan yang didapatkan oleh NU, tetapi malah banyak kerugian dan konflik

yang timbul karena perbedaan visi dan orientasi dan menimbulkan kekecewaan

beberapa tokoh kiai dan politikus NU.

Akibat kekecewaan yang dialami di dalam tubuh NU, maka timbul gagasan

untuk kembali ke Khittah 1926. Pemikiran untuk kembali ke Khittah yang

dilontarkan oleh KH. Ahmad Shiddiq pada muktamar ke 27 di Situbondo. Intisari

paham atau ajaran yang sudah berkembang dan akhirnya disebut Khittah NU 1926

2Choirul Anam, PertumbuhandanperkembanganNU (Surabaya: Bina Satu, 1999), 251.
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ini oleh para Ulama pendiri dituangkan dan disalurkan kedalam NU, untuk diwarisi

dan dilestarikan sebagai “trayek” (garis perjalanan) bagi organisasi ini.3Secara garis

besar ini dari Khittah NU adalah mengembalikan NU menjadi organisasi sosial

keagamaan dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Disisi lain muncul pula pemikiran dari Mahbub Djunaidi sebagai respon atas

keputusan kembali ke Khittah NU. Menurut Mahbub Djunaidi kembali ke Khittah

adalah langkah yang bagus tetapi tanpa meninggalkan segala bentuk perpolitikan

(praktis), atau yang sering disebut Khittah Plus. Setelah adanya Khittah NU, berarti

NU tidak terikat secara organisatoris dengan organisasi sosial politik lainya,

termasuk PPP. Seperti dalam jargonya “NU tidak kemana- mana tetapi NU ada

dimana- mana”.4 Ini menandakan bahwa tokoh politik NU dengan bebas dipilih dan

memilih partai politik untuk ditempati dan melangsungkan kembali catur

perpolitikan. Banyaknya tokoh NU yang berhasrat untuk tetap berpolitik meskipun

sudah ada rambu Khittah NU tetap sajatidak terbendung karena didalam tubuh NU

sudah tertanam budaya politik.

Maka tidak salah lagi jika Mahbub Djunaidi melontarkan pemikiranya

tentang Khittah Plus dengan mengintropeksi diri dari pengalaman selama NU

menjadi partai politik. Karena dengan tidak adanya partai politik yang

mengatasnamanakan Islam selama itu pula umat Islam tidak akan bisa menyalurkan

aspirasinya dan akan hanya menjadi seorang penonton dan penilai. Ketidakjelasan

sikap politik NU merupakan hal yang wajar karena tokoh NU meski sudah ada

3Abdul Mutchitch Muzadi, NU dalam Prespekrif Sejarah dan Ajaran (Refleksi 65 th. Ikut NU)
(Surabaya: Khalista, 2006), 43.
4Ali Masykur, Pemikiran Politik Nahdatul Ulama Periode 1987- 1994(Studi Tentang Paham
Kebangsaan Indonesia).(Tesis: Universitas Indonesia. 1988), 6.
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Khittah yang mengatur posisi NU yang tidak terikat dengan partai politik manapun

tetapi para politisi NU dapat masuk partai manapun yang akan bersaing merebutkan

kursi kepemimpinan di Indonesia. Masyarakat Nahdliyyin (sebutan pengikut NU)

pada akhirnya juga harus merasakan konflik yang ditimbulkan oleh tokoh elit NU

dengan pecah menjadi beberapa kelompok karena mendukung tokoh yang ikut

bermain politik.Pemikiran Mahbub Djunaedi tentang Khittah Plus yang

disampaikan pada muktamar ke 27 dan Konbes Cilacap pada tahun 1987 belum

mendapatkan dukungan karena pengaruh kharismatik dari tokoh sentral KH.

Ahmad Shiddiq dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) perlu diuraikan lebih lanjut

sebagai sikap atau respon terhadap ditetapkannya Khittah NU.

Menurut Mahbub Djunaidi masyarakat muslim di Indonesia sangat

memprihatinkan dalam dunia perpolitikan, meski didalam menjalankan syariat

keagamaan cukup membanggakan. Tanpa adanya politik yang menaungi warga NU

akan sulit untuk menyatukan aspirasi dan mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Karena dalam pemikiranya, politik merupakan satu- satunya cara untuk mencapai

tujuan.5

Pemikiran Mahbub Djunaidi tentang Khittah Plus memang belum banyak

diketahui oleh masyarakat umum, padahal pemikiran ini juga sedikit banyak

mempengaruhi para kader dan politisi NU yang ingin terus berpolitik praktis.

Banyak golongan elit NU yang termasuk dalam pengurus besar yang tetapberpolitik

dan saling berebut pendukung dari masyarakat Nahdliyyin yang mengakibatkan

pecahnya masyarakat Nahdliyyin berdasarkan tokoh yang didukungnya. Sampai

5MahbubDjunaidi,“Saya Setuju Kalau NU Berpolitik, Majalah Hikmah(September 1994).
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akhirnya muncul berbagai partai yang mengatasnamakan NU seperti PKB, PNU,

dan PKU. Dari ketiga partai yang mengatasnakan NU tersebut hanya PKB yang

memiliki kekuatan yang kuat. Sedangkan, partai lainya hanya dianak tirikan

kemudian dibubarkan. Hal ini berbanding gerbalk dengan dengan jargon “NU tidak

kemana- mana tapi NU ada dimana- mana”. Seharusnya kalau NU tidak kemana-

mana berarti tidak pilih kasih dengan partai- partai yang ada karaena secara

organisatoris seharusnya NU tidak boleh ada partai manapun. Hal ini merupakan

ketidakjelasan sikap NU setelah kembali ke Khittah.

Adapun alasan penulis memilih judul “Pemikiran Mahbub Djunaidi Tentang

Khittah Plus” adalah disebabkan pertama, karena penulis sangat mengagumi tokoh

Mahbub Djunaidi. Tokoh NU yang memiliki peran begitu banyak bagi

perkemangan NU, seorang yang piawai dalam menulis dan juga mempunyai

pemikiran- pemikiran yang sangat cemerlang dalam politik khususnya pada Khittah

Plus.

Kedua, karena pemikiran Mahbub Djunaidi mengenai Khittah Plus tidak

banyak diketahui oleh khlayak umum khususnya bagi kaum Nahdliyyin sekalipun.

Istilah Khittah Plus tidak sepopuler istilah Khittah NU 1926. Padahal Khittah Plus

merupakan gagasan sebagi respon keidaksetujuan terhadap keputusan kembali ke

Khittah NU, meskipun banyak tokoh yang menentangnya, karena menganggap

bahwa ketika NU berpolitik atau menjadi partai politik kembali akan dengan mudah

menyatukan umat Islam sesuai apa yang dicita-citakan oleh Agama dan Negara.

Ketiga, karena dari sekian banyak penelitian masih belum banyak yang

membahas tentang Mahbub Djunaidi baik dalam bentuk buku ataupun penelitian
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akademik lainnya. Begitupun dengan istilah Khittah Plus belum banyak yang

meneliti, kebanyakan penelitian yang dilakukan adalah mengenai Khittah NU 1926.

Padahal pemikiran tentang Khittah Plus juga harus diketahui sebagi sebuah

perjalanan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka permasalahan yang

dapat dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana riwayat hidup Mahbub Djunaidi?

2. Bagaimana kondisi politik NU pasca Khittah NU 1926?

3. Bagaimana pemikiran Mabub Djunaidi tentang Khittah Plus?

C. Tujuan Penilitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai

adalah:

1. Mengetahui bagaimana riwayat hidup Mahbub Djunaidi.

2. Mengetahui kondisi atau dinamika politik NU pasca Khittah NU 1926.

3. Mengetahui bagaimana pemikiran Mahbub Djunaidi tentang Khittah Plus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberian pengetahuan dan gambaran secara

jelas mengenai seorang tokoh besar bernama Mahbub Djunaidi yang memiliki

banyak peran dan pemikiran mengenai dunia politik khususnya setelah adanya

Khittah NU 1926. Diharapkan pula dapat memberi manfaat bagi kalangan

intelektual Islam khususnya mengenai biografi Mahbub Djunaidi dan pemikirannya

tentang Khittah Plus. Kegunaan penelitian ini adalah:
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1. Secara teoritis, menambah khazanah Inteletual dalam pengetahuan tentang

Mahbub Djunaidi dan pemikiranya tentang Khittah Pkus, yang merupakan

dinamika politik NU pasca Khittah NU 1926.

2. Dapat memperkaya kajian sejarah mengenai tokoh Islam yang bergelut dalam

dunia politik, sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan

masyarakat Indonesia secara jelas mengenai adanya pemikiran politik sebagi

respon adanya ketetapan Khittah NU 1926.

3. Secara praktis, sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1)

jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya.

E. Pendekatan dan Kerangka Teori

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan biografis-

historis yang bertujuan mengurai lebih dalam sosok Mahbub Djunaidi yang ditari

pada apa yang terjadi pada masa lampau pada zamannya. Biografi adalah riwayat

hidup atau catatan harian yang merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan

data yang ditulis oleh orang lain. Melalui pendekatan ini diharapkan mampu untuk

mengungkapkan pemikiransosok Mahbub Djunaidi dalam ranah politik yang

dituangkan dalam Khittah Plus NU tahun 1984- 1987.

Teori merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih dan fakta adalah

sesuatu yang dapat diuji secara empiris. Dalam sejarah spekulatif, teori merupakan

perenungan filsafat mengenai tabiat atau sifat-sifat gerak sejarah,sehingga diketahui

struktur dalam yang terkandung dalam proses gerak sejarah dalam keseluruhannya.6

6Muh Muhzin Z., Gerak Sejarah (Jatinangor: Universitas Padjajaran, 2007), 4.
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Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori partisipasi politik atau

political participation. Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan

suatu masalah yang penting karena partisipasi politik merupakan salah satu aspek

penting dalam demokrasi.

Dalam devinisi umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau

kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain

dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung,

mempengaruhi kebijakan pemerintahan (public policy).7

Pada awalnya partisipasi politik hanya menitik beratkan partai politik sebagai

pelaku utama dalam melakukan kegiatan politik. Kemudian berkembang tidak

hanya partai politik atau sekelompok orang saja tetapi setiap individu berhak untuk

ikut mempengaruhi kebijakan politik.

Dalam kajian political participation atau partisipasi politik ada beberapa

tokoh yang sarjana yang memelopori studi partisipasi dengan partai politik sebagai

prilaku utama. Diantaranya adalah Herbert  McClosky seorang tokoh masalah

partisipasi dalam bukunya yang berjudul Political Participation, International

Encyclopedia of the Social Sciences, berpendapat bahwa:

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat

melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa

dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan

kebijakan umum (The term political participation will refer to those voluntari

activities by which member of a society share in the selection of rulers and,

directly or indirectly, in the formation of public policy).8

7Miriam Budiarjo,Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 367.
8Ibid., 367. Lihat Herbert McClosky. Political Participation, International Encyclopedia of the
Social Sciences. Ed.ke 2 (New York: The Macmillan Company, 1972), XII. 252.
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Studi klasik mengenai partisipasi politik diadakan oleh Samuel P. Huntington

dan Joan Nelson dalam karyan penelitiannya No Easy Choice: Political

Participation in Developing Countries. Lewat penelitian mereka, Huntington dan

Nelson memberikan suatu catatan: Partisipasi yang bersifat mobilized (dipaksa)

juga termasuk ke dalam kajian partisipasi politik.9

Mengenai kegiatan individu dalam partisipasi politik  ada yang dilakukan

dengan paksaan ataupun kesadaran sendiri seperti misalnya pemberian suara atau

kegiatan-kegiatan lain yang lahir dari keyakinan diri sendiri untuk menyalurkan

kepentingan seseorang untuk bisa diperhatikan oleh pihak yang berwenang yang

sifatnya positif.

Partisipasi politik dibedakan menjadi dua bagian yaitu partisipasi aktif dan

partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan

usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang

berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik untuk

meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.

Sebaliknya, kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja

setiap keputusan pemerintah adalah termasuk kategori partisipasi pasif.10

teori partisipasi politik dalam penulisan ini karena dirasa sesuai dengan

pemikiran Mahbub Djunaidi tentang Khittah Plus NU. Pemikiran Mahbub Djunaidi

yang termasuk dalam kategori partisipasiaktif dalam politik telah menyumbangkan

9Seta Basri, Pengertian Partisipasi Politik dan Bentuk-bentuk Partisipasi Politik.. diakses di
http://setabasri01.blogspot.co.id/2009/02/partisipasi-politik.html?m=1 pada 24 Agustus 2016
10Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2010), 182.
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sebuah pemikiran dan usulan mengenai prilaku politik dalam tubuh NU yang

dilakukan secara individu untuk mempengaruhi sebuah kebijakan sebelumnya yang

telah disetujui dan disahkan dalam muktamar NU di situbondo.

Pemikiran Mahbub Djunaidi yang merupakan sikap penolakan terhadap

keputusan merupakan analisis politik yang sangat kuat tanpa didasari tekanan oleh

siapapun. Mahbub Djunaidi hanya melihat kondisi atau efek ketika keputusan

larang berpolitik tetap dipertahankan dalam tubuh NU. Mahbub sadar akan sulit

untuk mencegah syahwat politik seseorang yang telah lama bergelut dengan dunia

politik. Maka dari itu muncul penolakan yang disampaikan Mahbub secara terbuka

dalam forum Konferensi Besar (Konbes) di cilacap tahun 1987.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang penelitian mengenai pemikiran Mahbub Djunaidi

mengenai Khittah Plus maka penulis melakukan penelusuran dari hasi karya ilmiah

dalam bentuk buku, skripsi ataupun bentuk penelitian ilmiah lainya yang

mempunyai kemiripan pembahasan atau terdapat keterkaitannya dengan objek yang

penulis teliti. Dalam melakukan peneusuran tersebut penulis menemukan beberapa

penelitian yang mempunyai kemiripan dan keterkaitan dengan topik yang penulis

teliti, yaitu:

1. Vivit Evi Puspitasari, Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan

Ampel. 2013. “Mahbub Djunaidi (Study Tentang Perananya dalam Sejarah

Perkembangan Islam di Indonesia pada Tahun 1960- 1970)”. Skripsi dengan

judul tersebut membahas tentang perkembangan pers Islam di Indonesia
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sewaktu Mahbub Djunaidi menjabat sebagai seorang penulis aktif diberbagai

media massa pada batasan tahun 1960-1970.

2. Ali Maskur, Tesis, 1988. “Pemikiran Politik Nahdatul Ulama Periode 1987-

19994 (Studi Tentang Paham Kebangsaan Indonesia)”. Tesis ini menfokuskan

masalah pemikiran- pemikiran tentang politik ebangsaan setelah adanya

keputusan kembali ke Khittah NU 1926 pada tahun 1984. Meskipun ada

keterkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, tetapi penulis lebih menitik

fokuskan pada satu pemikiran tentang politik sebagai respon dari ketidak

setujuan terhadap keputusan kembali ke Khittah NU 1926 pada Mukhtamar ke

27 di Situbondo tahun 1984.

G. Metode Penelitian

Metode memiliki arti cara atau prosedur yang sifatnya sistematis, metode juga

dapat diartikan sebagai langkah- langkah yang harus ditempuh untuk menjelaskan

objek yang dikajinya.11 Metode sejarah adalah seprangkat aturan dan prisnsip-

psrinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber- sumber sejarah secara

efektif, menilainya secara kritis dan menyebutkan sintesa dari hasil- hasil yang

dicapai dalm bentuk tulisan.12

Tahapan- tahapan metode penelitian sejarah meliputi empat lagkah yaitu

Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi.13

1. Heurustik

11Helius Sjamsuddin,Metode Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2007), 15.
12Lilik Zulaika, laporan Penelitian Metodologi Sejarah I (Surabaya: Fakultas Adab, 2005), 16.
13Nugroho Notosusanto,Norma- norma Penelitian dan Penulisan Sejarah.(Jakarta: Dep. Hamkam.
1978), 18.
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Heuristik atau pengumpulan sumber yaitu suatau proses yang dilakukan

oleh peneliti untuk mengumpulkan sumber- sumber, data- data atau jejak

sejarah.14 Dalam tahap ini penulis berupaya untuk mencari sumber- sumber dan

data yang berkaitan dengan judul skripsi. Dalam pengumpulan sumber yang

berkaitan, penulis mendapatkan buku dan data mengenai Mahbub Djunaidi,

buku- buku politik, buku- buku sejarah,beberapa Koran dan surat kabar dan

wawancara kepada orang yang mengerti tentang tokoh dan pemikirannya. Yang

semuanya berkaitan dengan pemikiran Mahbub Djunaidi tentang Khittah Plus

NU.

2. Verifikasi

Setelah sumber dan data berhasil dikumpulkan berikutnya adalah

verifikasi atau juga disebut dengan kritik sumber untuk memperoleh keabsahan

sumber yang telah penulis dapatkan. Dalam hal ini yang peru diperhatikan

adalah keaslian sumber. Penulis melakukan pengujian atas asli dan tidaknya

sumber kemudian mengkritisi melalui kritik intern. Kritik intern ini dapat

membuktikan adanya kesaksian yang diberikan oleh sumber data tersebut dapat

dipertanggung jawabkan. Setelah sumber dapat dipastikan keakuratnya maka

sumber tersebut selanjutnya akan digunakan untuk penulis.

3. Interpretasi

Setelah melakukan kritik sumber untuk menentukan keaslian sumber maka

tahap berikutnya adalah interpretasi. Interpretasi atau penafsiran sejarah sering

disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sejarah bertujuan untuk melakukan

14Zulaikha, Laporan Penelitian Metodelogi Sejarah I, 16
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sintesis atau faka- fakta yang diperoleh dari sumber- sumber dan dengan teori-

teori kemudian disusunlah fakta tersebut kedalam suatu interpretasi secara

menyeluruh. Dalam hal ini dengan memahami mengenai kondisi politik NU

pasca Khittah NU 1926 maka timbul pula reaksi dan pemikiran Khittah Plus NU

tahun 1984-1987.

4. Historiografi

Historiografi disisi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan

hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. 15 Dalam tahap ini penulis

meyajikan tulisan karya ilmiah yang sistematis tentang gambaran pemikiran

Mahbub Djunaidi tentang Khittah Plus NU melalui sumber dan data yang telah

didapatkan dan juga memperhatikan tahap- tahap metode penelitian sejarah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini maka penulis

menyusunya dan membagi menjadi lima bab yaitu.

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangka teori,

penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, akan membahas tentang biografi dari Mahbub Djunaidi, yang meliputi

latar belakang Kehidupan Mahbub Djunaidi, latar belakang pendidikan Mahbub

Djunaidi dan karir politik Mahbub Duunaidi.

Bab III, berisi kondisi atau dinamika politikNU yang terjadi setelah adanya

keptusan Khittah NU 1926 pada Muktamar NU 1984 di situbondo yang di

15Dudung Abdurahman, Metodelogi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Ombak. 2011), 117.
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dalamnya akan di bahas proses kembalinya NU ke Khittah, munculnya genrasi baru

dalam tubuh NU dan ketegangan poitik NU dan PPP

Bab VI, latar belakang, pemikiran dan dampak dari pemikiran Mahbub

Djunaidi tentang Khittah Pus NU terhadap sikap politik NU, dampak yang muncul

dari dalam tubuh NU sendiri dan dampak yang terjadi diluar NU.

Bab V adalah penutup yang akan menyajikan kesimpulan dan saran.


